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	GUBERNUR SULAWESI BARAT




    PERATURAN GUBERNUR  SULAWESI BARAT
    NOMOR 3 TAHUN  2009

  TENTANG
ORGANISASIDAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD) PADA DINAS PERTANIAN

DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
	Menimbang

Mengingat


	:

:


	a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas sebagian tugas-tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan  dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Holtikultura, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Balai Pengawasan dan Sertfikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 474); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN  GUBERNUR  SULAWESI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI  BARAT


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
e. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
h. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
i. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Balai Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
j. Kepala Balai adalah Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
k. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
BAB  II

PEMBENTUKAN 

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit PelasanaTeknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
2. Balai Pengawasan dan Sertfikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Barat;
BAB  III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Pasal 3

(1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, penerapan teknis pengendalian, penyelidikan diagnosa, penyediaan sarana dan prasarana, penaggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu (PHT), pengamatan faktor iklim dan bencana alam, serta pengawasan atas peredaran dan dampak penggunaan pestisida dan pupuk;
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mempunyai fungsi :
a. pengamatan dan penyebarluasan informasi OPT;

b. penyidikan dan penetapan diagnosaOPT;

c. peramalan OPT secara spesifikasi;

d. pengembangan teknologi pengendalian OPT;

e. penetapan Rekomendasi Pengendalian OPT;

f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam penanggulangan wabah OPT;

g. penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengendalian eksplosif dan eradikasi OPT;

h. pengembangan, pemasyarakatan dan pelembagaan  PHT;
i. Pengamatan iklim dan bencana alam;

j. Pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk;
k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
a) Kepala Balai;

b) Sub Bagian Tata Usaha;

c) Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT;

d) Seksi Saranan dan Pengembangan Teknologi;
e) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN

DAN HOLTIKULTURA
Pasal 4

(1) Balai Pengawasan dan Seetifikasi BenihTanaman Pangan dan Holtikultura adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan, dipimpin oleh seoran kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggugjawab kepada Kepala Dinas;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bala Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangandan Holtikultura, mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengujian, penilaian kultivar, pemeriksaan lapangan sertifikasi benih, pengujian analisa standar mutu da perizinan produsen/penyalur/pedagang benih;
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bala Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangandan Holtikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), mempunyai fungsi :

a. pengamatan dan pengujian keunggulan suatu jalur harapan dan karakteristik/sifat unggul suatu varietas lokal

b. pengembangan benih sumber buah-buahan dari varietas unggul bermutu;
c. pelaksanaan pengadaan benih sumber dalam upaya memenuhi kebutuhan benih sumber;

d. penganalisaan mutu beni di laboratorium dalam rangka keperluan sertifikasi benih dan uji pelayanan analisa mutu;

e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengawasan mutu benih dan persebaran benih;
(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bala Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangandan Holtikultura Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

a) Kepala Balai;

b) Sub Bagian Tata Usaha;

c) Seks Pelayanan Penilaian Kultivar dan Pengawasan Benih;

d) Seksi Sertifikasi dan Laboratorium pengujian benih;

e) Kelompok Jabataban Fungsional;

(5) Bagan Struktur Organisasi Balai pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam lampiran  II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
Pasal  5

Penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Unit elaksana Teknis Dinas (UPTD), Balai Proteksi Tanaman pangan dan Holtikultura serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepla Dinas Pertanian dan Peternakan.
BAB  IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal  6
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang penelitian;
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit elaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan dan diangkat oleh Gubernur;
(3) Jenis jenjang jabatan fungsioianl ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal  7

Tata cara pengangkatn dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB  V
TATA KERJA

Pasal  8
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal  9
Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada DinasPertanian dan Peternakan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langjkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  10
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubunbgan kerja;
Pasal  11
Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan , dan membina pelaksanaan tugas bawahan masing-msing serta mengadakan rapat secara berkala.
Pasal  12
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan labih lanjut dan dapat dipergunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
BAB  VI
PEMBIAYAAN
Pasal  13
Pembiayaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB  VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal  14
(1) Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala DinasPertanian dan Peternakan.
BAB  VIII
KETENTUAN  LAIN-LAIN
Pasal 15
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (4) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerjadan kemampuan keuangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16
Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
BAB  IX
KETENTUAN  PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini yang berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal  18
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinayatakan tidak berlaku lagi. 
Pasal  19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.             
	Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal,  11 Februari 2009 
                                                                 GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

                                                                  H. ANWAR ADNAN  SALEH


	Diundangkan di Mamuju

pada tanggal, 11 Februari 2009           

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

 H. M. ARSYAD HAFID


BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  2009   NOMOR  03
Lampiran I Peraturan Gubernur Sulawesi Barat

Nomor
:  3 Tahun 2009 
Tanggal
:  11-02-2009   

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

BALAI PROTEKSI TANAMAN PAGAN DAN 

HOLTIKULTURA PROVINSI SULAWESI BARAT







GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

H. ANWAR ADNAN  SALEH
Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Barat

Nomor
:  3 Tahun 2009 
Tanggal
:  11-02-2009   

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

(UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 

TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

PROVINSI SULAWESI BARAT






GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

H. ANWAR ADNAN  SALEH
KEPALA BALAI





SUBAG 


TATA USAHA





KEPALA BPTPH





SEKSI SARANA DAN


PENGEMBANGAN TEKNOLOGI





SEKSI PENGAMATAN


DAN PERAMALAN OPT





JABATAN FUNGSIONAL





JABATAN FUNGSIONAL





SUBAG 


TATA USAHA








SEKSI PELAYANAN PENILAIAN KULTIVAR


 DAN PENGAWASAN BENIH





SEKSI SERTIFIKASI 


DAN LABORATORIUM PENGUJIAN BENIH








